BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Simpulan dari pembahasan tentang polemik fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam, antara lain:

Tinjauan Hukum Islam mengenai kasus tersebut yaitu bahwa fatwa
tersebut tidak harus dipolemikkan akan tetapi dilakukan pembenahan dari
adanya sistem BPJS Kesehatan. Hukum Islam dalam keadaan darurat tetap
memperbolehkan menggunakan sistem BPJS Kesehatan yang sekarang ada
sampai nanti ada BPJS Kesehatan yang sifatnya syariah. Hukum Islam dalam
prinsip ekonomi syariah memang melarang adanya unsur riba dalam sistem
operasi transaksionalnya, akan tetapi bukan berarti melarang peserta untuk
menggunakan BPJS Kesehatan yang konvensional. Masalah haram dan halal
itu urusan ibadah khusus Kaum Muslim, jadi peserta BPJS yang muslim
dipersilahkan menggunakan BPJS yang ada saat ini melihat manfaat yang
diberikan oleh BPJS Kesehatan dalam menjamin pelayanan kesehatan juga
banyak menguntungkan masyarakat.

Dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan
fatwa tentang BPJS Kesehatan yakni memperhatikan program termasuk
modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan
dari perspektif ekonomi Islam dan figh mu’amalah yang didalamnya

dianggap mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
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Dampak dari fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan memberikan
kesan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memberikan solusi bagi
kebutuhan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Dampak lain yang
ditimbulkan pasca dikeluarkannya fatwa MUI yakni keresahan dari warga
masyarakat untuk menggunakan BPJS Kesehatan terutama umat muslim.
Dampak positif yakni adanya rekomendasi untuk dilakukan pembenahan dan
penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan. Pasca dikeluarkannya fatwa
dari Majelis Ulama Indonesia masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap
melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sampai adanya penyempurnaan
dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sesuai dengan prinsip

syariah.

Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam menganalisis tentang polemik
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam, antara lain:

1. Agar masyarakat tidak terlalu terhasut/terpengaruh pada media massa yang
memberikan kabar tentang fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)
tanpa melihat dasar pertimbangan terlebih dahulu.

2. Agar Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan secara mendetail
sebelum mengeluarkan fatwa sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra

di kalangan masyarakat.



70

3. Agar pemerintah menyetujui rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia
untuk membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operasional dari

BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.
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Lampiran 1 : Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

KEPUTUSAN

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V

Tentang

MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER

(MASAILFIQHIYAH MU’ASHIROH)

Ljtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di

Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22
Sya’ban 1436 H/7-10 Juni 2015 M setelah :

Menimbang :

Mengingat:

1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan
kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang
terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang
terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan,
maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

2. Bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang
beririsan ~ dengan  masalah  keagamaan  dan
membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama,
zu’ama dan cendekiawan muslim,;

3. Bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum berupa keputusan [jtima Ulama Komisi
Fatwa untuk dijadikan pedoman.

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan
hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana
terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis,
ijma’, qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu’tabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan
maslahah—mafsadah yang disampaikan sebagaimana

terlampir dalam keputusan.
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1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan
[jtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara
Pembukaan I[jtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim
Saifuddin, M.Si, Direktur Badan Peradilan Agama MA
RI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. H. Wahiduddin
Adams, dan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah
dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia mengenai Penyerapan Hukum Islam ke
dalam Hukum Nasional;

4. Paparan Menteri Agraria/Kepala BPN, Ferry
Mursidan Baldan dalam Sidang Pleno [jtima Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penguasaan
Lahan dan Sumber Daya untuk Kemakmuran Umat;

5. Paparan Perwakilan polisi dalam Sidang Pleno Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Kebijakan
Penanganan dan Penanggulangan Radikalisme di
Indonesia.

6. Paparan Wakil Direktur BPJS, dan direktur IKNB
OJK dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia mengenai Jaminan Kesehatan Secara
Syariah;

7. Paparan Prof. Mahfudh MD, Ketua Mahkamah
Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Sidang
Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
mengenai Janji Pemimpin Kepada Rakyat: Kontrak
Kemaslahatan dan Kesejahteraan;

8. Paparan Dr. Lukamnul Hakim dalam Sidang Pleno
[jtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai

Istihalah;
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9. Penjelasan Ketua Tim Materi [jtima Ulama Komisi
Fatwa selndonesia V;

10. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam
sidang Pleno dan Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1.

Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah-masalah Fikih Kontemporer
(Masail Fighiyah Mu’ashiroh) yang meliputi; Panduan Jaminan Kesehatan
Nasional Dan Bpjs Kesehatan; Status Hukum Iuran Dan Manfaat
Pensiun; Hubungannya Dengan Tirkah; Istihalah.

Menjadikan hasil-hasil [jtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai
pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan
keseharian.

Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada
masyarakat untuk dijadikan pedoman.

Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah
Pada Tanggal : 21 Sya’ban 1436 H/9 Juni 2015 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015
Ketua Sekretaris

DR. KH. MA’RUF AMIN DR. H. NOOR AHMAD
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KEPUTUSAN KOMISI B 2
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015
Tentang
PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS
KESEHATAN

A. Deskripsi Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.Dengan mempertimbangkan
tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka
Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa
upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas
kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (UU BPJS). Memperhatikan program termasuk modus
transaksional yang dilakukan oleh BPJS — khususnya BPJS Kesehatan — dari
perspektif ekonomi Islam dan figh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan
beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan
belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi
jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak. Dalam hal
terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka
dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total
luran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda
tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh
Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan

sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling
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banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total

iuran yang tertunggak.

Rumusan Masalah

Dari deskripsi di atas timbul beberapa masalah sebagai berikut:

. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip

syariah?

. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang

dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip

syariah?

. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total

iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran

tidak bertentangan dengan prinsip syriah?

Ketentuan Hukum Dan Rekomendasi

1.

Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang
terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah,
karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan
melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan

melakukan pelayanan prima.

Pendapat para ulama:

a) Ijma’ ulama:

Adapun dalil /jma’ adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat
dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung,
menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang
lemah, menolong orang-orang yang terzhalimi, membantu orang-orang
yang  teraniaya.  Sikap  tersebut tercermin  ketika  terjadi
kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam
sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi
orang miskin sehingga muzakki (orang yang berzakat) kesulitan

menemukan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).
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Dalil Aqli

Adapun dalil Ag/i untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui
bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-
menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya
merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan
kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang
kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang
terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk
memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan,
pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.Jika hal-hal pokok ini tidak
terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan
kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan
rusak.Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.

AAOIFI (4l-Ma’ayir Al- Syar’iyyah) tahun 2010 No. 26 tentang Al
Ta’min Allslamy.

Fatwa DSN-MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi
Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah.

Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (ta’widh).

Rekomendasi

Berdasarkan kajian tersebut, direkomendasikan beberapa hal berikut

adalah:

1.

Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak
dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk
negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi
terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar
belakangnya;

Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus

operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.



BPJS DALAM FATWA MUI
(Disampaikan dlm Acara Pertemuan PDUI, 15 Agustus 2015, di Hotel

Pandanaran)

H. Muhyiddin
- Dosen Fak. Syari’ah UIN Walisongo

- Ketua Kom. Fatwa MUI Jateng

- Sekretaris Dewan Pengurus MAJT
- Ketua BP-4 Prop. Jateng
- Mediator/Konsultan Perkawinan & keluarga BP-4
- Wakil Ketua Yayasan al-Jami’ah Semarang

- Ketua Yayasan al-Ikhlas Semarang
- Staf Ahli LPKBHI UIN Walisongo

- Staf Ahli IAEI Kom Walisongo

KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA V 2015 TENTANG
PANDUAN JKN DAN BPJS KESEHATAN

DIKTUM PUTUSAN :

1. Penyelanggaraan jaminan sosial oleh BPJS kesehatan, terutama yg terkait

dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah,

karena mengandung gharar, maysir, dan riba.

2.  MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan

melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan

melakukan pelayanan prima.

REKOMENDASI :

1. Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak

dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk

negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi

terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar

belakangnya.
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2. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus

operandi BPJS kesehatan agar sesuai dengan prinsip syari’ah.

STATUS KEPUTUSAN IJTIMA” :

1.

Proses lahirnya keputusan ini, bermula dari masukan, pertanyaan
masyarakat, Keputusan fatwa sebagai jawabannya.

Produk keputusan ini belum dalam format fatwa yang baku, baru
keputusan ijtima’ ulama, dengan produk rekomendasi.

Keputusan ini merujuk kepada : fatwa DSN-MUI no. 21 th 2001, tentang
pedoman umum asuransi syari’ah. Dilengkapi dengan fatwa DSN-MUI
No 43 tentang ganti rugi (ta’widh), dan fatwa DSN-MUI No. 52, tentang
akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi.

Fatwa ini jangan sampai menumpulkan upaya pemerintah memenuhi hak
kesehatan masyarakat, tetapi fatwa ini perlu menjadi landasan perbaikan

penyelenggaraan BPJS kesehatan.

BELUM SESUAI KONSEP SYARI’AH ?

1.

Transfer of risk : resiko pertanggungan dialihkan kepada BPJS. Itu tidak
sesuai dengan prinsip asuransi syari’ah.

Ketidak jelasan tentang paket yang diberikan, hak pertanggungan tidak
jelas/tidak pasti, ini potensial gharar.

Pengelolaan/penyimpanan dana di bank konvensional, tidak di bank
syari’ah.

Premi yang dibayarkan dengan akad tabarru’ ; non profit, dilandasi

dengan ta’awun ; bantumembentu. Jangan bersifat untung-untungan.

POINT YG PERLU PERBAIKAN :

1.

Akad kepesertaan berupa pembiayaan tabarru’, peserta berdonasi dalam
konsep ta’awun (gotong-royong).

Peserta mendapatkan kejelasan tentang pengelolaan dana, haknya, dan
teknis mendapatkan haknya (menghindari gharar).

Denda (2%) harus difahami sebagai ganti rugi (ta’widh) sesuai fatwa

DSN-MUI No 43 tahun 2004 dan besarannya sesuai nilai kerugian riil
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(real loss) yang pasti dialami, bukan kerugian yang diperkirakan. Denda
tetap sebesar 2% tidak sesuai dengan analisa fatwa ini (ini potensial riba).
Mengatasi kesenjangan antara paket layanan yang dijanjikan dengan

pemberian layanan.

F. KHOTIMAH

1.

Berita tanggal 05 Agustus 2015, setelah ada pertemuan wakil-wakil dari
BPJS, MUI, dan OJK, maka BPJS akan membuat sistem syari’ah.
Keinginan ulama saat ini akan lahirnya BPJS syari’ah, analog dengan
keinginan ulama waktu lalu akan lahirnya bank syari’ah.

Ulama tidak menghambat jalannya BPJS konvensional, tetapi ingin ada
alternatif BPJS syari’ah. Sebagaimana ulama tidak menghambat jalannya
bank konvensional, tetapi ingin ada alternatif bank syari’ah. Maka

masyarakat punya pilihan.
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Lampiran 2 : Gambar Gedung dan Aktivitas Majelis Ulama Indonesia

Gambar 1: Gedung Majelis Ulama Indonesia

Gambar 2 : Suasana Rapat Koordinasi Fatwa MUI
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Lampiran 3 : Gambar Kantor dan Kartu BPJS Kesehatan

Gambar 1 : Peserta sedang mendaftar BPJS Kesehatan

e-1D
BRISKesehatan ~ Jeo NN

T D, A

Tanggal lahir

NIK -
Faskes Tingkat | :

Kelas Rawat -1 (SATU)

13 09 2014

Gambar 2 : Contoh kartu BPJS Kesehatan
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Lampiran 4 : Gambar bukti penulis sedang mencari sumber-sumber

Gambar 1 : Penulis sedang mengerjakan skripsi di perpustakaan Universitas PGRI

Yogyakarta

Gambar 2 : Penulis sedang mencari sumber-sumber di Perpustakaan UPY
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Gambar 3 : Penulis sedang mengerjakan skripsi di Perpustakaan UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Gambar 4 : Penulis sedang mencari sumber di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
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